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BUPATI MUNA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR 87 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUNA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal  3  huruf  b 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 6322); 
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13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor 
1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 9); 

   
MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 
   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Muna. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelanggara Pemerintahan Daerah.  

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

8. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat  PPKD adalah 
kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan Daerah. 

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran 
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan  Bupati dalam rangka 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) 
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada SKPD. 
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21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD. 

22. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit SKPD. 

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah pada bank yang ditetapkan. 

24. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. 

25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah 
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah  atau  dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi Bendahara Umum  Daerah yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan 
belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah  atau  dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 

28. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disebut Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja, dan pembiayaanSatuan Kerja Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi  Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

29. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam 
jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara  Pengeluaran untuk 
membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang 
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme 
pembayaran langsung. 

30. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran 
langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui 
penerbitan surat perintah membayar langsung. 
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31. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang 
muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan 
dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana  atas beban 
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
Pasal 2 

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan 
Bupati ini meliputi sistem dan prosedur: 
a. perencanaan anggaran; 
b. pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan. 
   

BAB II 
SISTEM DAN PROSEDUR 

 
Pasal 3 

(1) Perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi 
sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan: 
a. KUA-PPAS; 
b. Perubahan KUA-PPAS; 
c. RKA-SKPD; 
d. Perubahan RKA-SKPD; 
e. DPA-SKPD; dan 
f. Perubahan DPA-SKPD. 

(2) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b meliputi sistem dan prosedur: 
a. pelaksanaan dan penatausahaan Bendahara Penerimaan yang terdiri atas: 
b. penerimaan tunai oleh Bendahara Penerimaan; 
c. penerimaan tunai oleh Bendahara Penerimaan melalui pihak 

lain/juru pungut; 
d. penerimaan melalui rekening bank Bendahara Penerimaan; dan 
e. penerimaan melalui pemegang RKUD. 
f. pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan; dan 
g. pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. 

(3) Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf c meliputi sistem dan prosedur penatausahaan: 
a. penyusunan anggaran kas; 
b. pembuatan surat penyediaan dana; 
c. UP; 
d. Ganti Uang Persediaan; 
e. TU; 
f. LS; 
g. pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah; 
h. pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris; 
i. pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan daerah; 
j. penatausahaan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; 
k. penatausahaan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

dantata cara penyusunan laporan BUD. 
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(4) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
d meliputi sistem dan prosedur: 
a. penyusunan laporan keuangan SKPD; 
b. laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan 

berikutnya; dan 
c. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah 

Daerah. 
 

Pasal 4 
(1) Penjabaran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk 
Unit SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

   
BAB III 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 
 

Pasal 5 
(1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil  persetujuan  bersama dalam 

waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun 
anggaran sebelumnya. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib. 

(3) Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA- 
SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD tanpa menunggu DPA disahkan 
setelah diterbitkan Peraturan Bupati tentang belanja wajib dan mengikat. 

(4) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-
SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(5) Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan 
mengikat dapat dibagi: 
a. dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan 
b. dalam hal dokumen belum siap. 

   
BAB IV 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
Bagian Kesatu 

Pengujian Surat Perintah Membayar 
 

Pasal 6 
(1) Pengujian SPM oleh Kuasa BUD, terdiri atas: 

a. pengujian SPM UP yang dilampiri: 
1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA; 
2. fotokopi persetujuan penggunaan rekening yang sudah ada atau 

persetujuan pembukaan rekening baru; 
3. fotokopi surat pengantar pengiriman pertanggungjawaban akhir tahun 

Bendahara Pengeluaran dan/atau  Bendahara  Penerimaan; dan 
4. berita acara rekonsiliasi laporan keuangan SKPD akhir tahun 

sebelumnya yang terdiri atas: 
a) rekonsiliasi kas; 
b) rekonsiliasi piutang; 
c) rekonsiliasi pendapatan diterima dimuka; dan 
d) rekonsiliasi utang belanja. 
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b. pengujian SPM Ganti Uang yang dilampiri: 
1. rincian rencana penggunaan; 
2. laporan pertanggungjawaban penggunaan UP; 
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 
4. rekapitulasi pengajuan SPP berdasar sumber dana; dan 
5. Ganti Uang Persediaan diajukan apabila UP yang telah dipergunakan 

sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari UP. 
c. pengujian SPM TU yang dilampiri: 

1. rincian rencana penggunaan; 
2. surat izin pengajuan TU; 
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA; dan 
4. surat keterangan pengajuan SPP-TU. 

d. pengujian SPM Langsung Pihak Ketiga, meliputi: 
1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA; 
2. ringkasan kontrak; 
3. berita acara serah terima pekerjaan; dan 
4. penghitungan, pengenaan dan penerapan pajak serta bukti setornya. 

(2) Apabila hasil pengujian SPM tidak sesuai dengan kelengkapan 
lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerbitan  SP2D  
ditunda untuk dilakukan penyempurnaan. 

 
Bagian  Kedua 

Pembayaran Keterlambatan Pekerjaan 
 

Pasal 7 
(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/- perikatan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pada tahun 
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat 
adanya: 
a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% 

(seratus persen) pada tahun berkenaan; 
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa; 
c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan 

jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat 
tetap. 

(2) Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai 
berikut: 
a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 

c. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar 
pelaksanaan pembayaran. 
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(3) Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan tahapan sebagai 
berikut: 
a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 

c. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan 
pembayaran. 

(4) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah 
Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force 
majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah 
melakukan tahapan sebagai berikut: 
a. Kepala SKPD meneliti sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan 

pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa 
keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia 
barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa; 

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 

e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar 
pelaksanaan pembayaran. 

(5) Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah melakukan 
tahapan sebagai berikut: 
a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah 

sebagai dasar penganggaran dalam APBD; 
b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 

c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 

d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar 
pelaksanaan pembayaran. 

(6) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun 
anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan 
dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 
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Pasal 8 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(2) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi 
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau 
penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 

(3) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam 
APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan 
penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja 
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

   
BAB IV 

PENUTUP 
 

Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 
   

Ditetapkan di Raha 
pada tanggal 30 Desember 2022   

 

BUPATI MUNA,   
 
 
 

 
 

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA 
 
Diundangkan di Raha  
pada tanggal 30 Desember 2022   
 

SEKRETARIS DAERAH, 
 
  
 
 

EDDY 
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